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Article Info: Abstract: This study examines the relationship between anthropocentrism and 

deforestation in the mountainous region of Bima. The dominance of an economy 
oriented toward corn commodities has shifted the function of forests from ecological 
spaces into objects of exploitation, often neglecting environmental sustainability. 
This research applies a qualitative approach using a descriptive case study method. 
Data were collected through literature review, sociological observation, and 
analyzed using verstehen and hermeneutic approaches to interpret the relationship 
between community perspectives on nature and ecosystem degradation. The 
findings show that anthropocentric values are reflected in development policies, 
weak law enforcement, and strong economic dependence on forest land expansion. 
These conditions contribute to environmental degradation, including soil erosion, 
loss of biodiversity, flooding, and prolonged drought. In addition, the limited 
integration of local wisdom, such as awig-awig, in forest governance weakens the 
protection of conservation areas. This study highlights the need for a paradigm shift 
toward ecocentrism by strengthening the role of indigenous communities, 
integrating ecological values into public policy, and developing community-based 
forest management models to balance economic needs and ecosystem sustainability. 
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Pendahuluan 
Krisis ekologis yang melanda wilayah 

pegunungan Bima dalam beberapa tahun terakhir 
menunjukkan adanya persoalan struktural yang tidak 
dapat dipahami semata-mata sebagai akibat dari faktor 
teknis pengelolaan lingkungan. Fenomena banjir 
bandang, longsor, kekeringan berkepanjangan, hingga 
menurunnya kualitas tanah dan sumber air 
memperlihatkan bahwa kerusakan lingkungan di Bima 
telah memasuki tahap yang mengkhawatirkan. Kondisi 
tersebut berkaitan erat dengan meningkatnya laju 
deforestasi akibat alih fungsi kawasan hutan menjadi 
lahan pertanian, khususnya budidaya jagung yang 
berkembang secara masif di kawasan perbukitan dan 
lereng pegunungan. Dalam konteks ini, krisis ekologis 

di Bima tidak hanya mencerminkan kegagalan tata 
kelola sumber daya alam, tetapi juga memperlihatkan 
dominasi paradigma antroposentrisme yang 
menempatkan alam semata sebagai objek eksploitasi 
demi kepentingan ekonomi manusia (Sara, 2025). 
Paradigma tersebut telah membentuk pola relasi 
manusia dengan lingkungan yang eksploitatif dan 
mengabaikan keberlanjutan ekologis dalam jangka 
panjang (Jannah, 2025). 

Dominasi antroposentrisme dalam pembangunan 
ekonomi lokal telah mendorong perubahan fungsi 
ruang hidup masyarakat dari kawasan penyangga 
ekologis menjadi zona produksi komoditas pasar. 
Pergeseran ini tampak jelas melalui ekspansi pertanian 
jagung yang terus merambah kawasan hutan lindung di 
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wilayah Bima dan Pulau Sumbawa secara umum. Data 
berbagai penelitian menunjukkan bahwa peningkatan 
produksi jagung di kawasan hutan berbanding lurus 
dengan meningkatnya degradasi lahan, erosi tanah, dan 
kerusakan siklus hidrologi yang memicu bencana 
hidrometeorologi (Siswadi & Supriadi, 2024; Yusuf et al., 
2025). Fenomena tersebut menegaskan bahwa orientasi 
pembangunan berbasis eksploitasi sumber daya alam 
telah menggeser fungsi ekologis hutan menjadi sekadar 
aset ekonomi yang dapat diprivatisasi dan dieksploitasi 
tanpa batas etis (Santika & Sarjan, 2025). Akibatnya, 
hutan kehilangan perannya sebagai ruang hidup 
ekologis yang menopang keseimbangan lingkungan dan 
keberlangsungan kehidupan masyarakat sekitar. 

Secara filosofis, paradigma antroposentrisme 
memandang manusia sebagai pusat dari seluruh nilai 
dan kepentingan sehingga alam ditempatkan dalam 
posisi subordinat sebagai instrumen pemenuh 
kebutuhan material manusia (Hamid & Susilowati, 
2020). Cara pandang ini secara inheren memarjinalkan 
nilai intrinsik ekosistem dan mendorong praktik 
eksploitasi yang mengabaikan daya dukung lingkungan 
(Rahmawati & Hamid, 2025). Dalam konteks Bima, 
perubahan orientasi masyarakat dari nilai-nilai kearifan 
lokal menuju rasionalitas ekonomi pragmatis turut 
memperkuat pola eksploitasi terhadap kawasan hutan. 
Pergeseran tersebut tampak melalui melemahnya 
praktik-praktik ekologis tradisional yang sebelumnya 
berfungsi menjaga keseimbangan hubungan manusia 
dengan alam (Awang et al., 2019). Alih fungsi hutan 
menjadi lahan pertanian jagung bukan hanya persoalan 
ekonomi semata, tetapi juga manifestasi dari krisis etika 
lingkungan yang menempatkan keuntungan jangka 
pendek di atas keberlanjutan ekosistem. 

Urgensi penelitian mengenai deforestasi di Bima 
semakin relevan mengingat meningkatnya frekuensi 
bencana ekologis yang berkaitan dengan kerusakan 
kawasan hutan. Berbagai studi menunjukkan bahwa 
lemahnya pengawasan, ketidaktegasan penegakan 
hukum, serta kebijakan pembangunan yang berorientasi 
pada pertumbuhan ekonomi telah mempercepat 
konversi kawasan hutan secara ilegal maupun semi-
legal (Kusuma & Ahmad, 2026). Paradigma weak 
sustainability yang cenderung mengabaikan batas 
ekologis dalam pembangunan nasional turut 
memperparah kondisi tersebut karena lingkungan 
hanya diposisikan sebagai penopang aktivitas ekonomi 
(Adib, 2026a, 2026b). 

 Situasi ini memperlihatkan adanya paradoks 
kebijakan, di mana program peningkatan produksi 
pertanian justru menghasilkan kerentanan ekologis 
yang berdampak luas terhadap masyarakat. Dengan 
demikian, persoalan deforestasi di Bima perlu dibaca 
sebagai persoalan multidimensi yang melibatkan aspek 
ekonomi, politik, sosial, dan filosofis sekaligus. Di sisi 

lain, sebagian besar penelitian sebelumnya lebih banyak 
menyoroti deforestasi dari aspek hukum, kebijakan 
publik, atau dampak lingkungan secara teknis, 
sementara dimensi filosofis mengenai akar 
antroposentrisme yang melandasi praktik eksploitasi 
alam masih relatif terbatas dibahas secara mendalam.  

Kesenjangan inilah yang menjadi dasar penting 
bagi artikel ini untuk membedah relasi antara 
paradigma antroposentrisme dengan kerusakan 
ekologis di wilayah pegunungan Bima. Artikel ini 
berupaya menunjukkan bahwa deforestasi tidak hanya 
dipicu oleh kebutuhan ekonomi masyarakat, tetapi juga 
oleh konstruksi cara pandang manusia terhadap alam 
yang cenderung menempatkan lingkungan sebagai 
objek utilitarian. Oleh karena itu, diperlukan 
pendekatan kritis yang mampu menjelaskan hubungan 
dialektis antara dominasi paradigma pembangunan, 
eksploitasi sumber daya alam, dan krisis ekologis yang 
terjadi secara sistemik. 

Pendekatan ekosentrisme hadir sebagai alternatif 
terhadap dominasi antroposentrisme dengan 
menawarkan paradigma yang menempatkan alam 
sebagai entitas yang memiliki nilai intrinsik dan hak 
untuk dilindungi (Sutoyo, 2015). Perspektif ini 
menekankan pentingnya relasi harmonis antara 
manusia dan lingkungan melalui penghormatan 
terhadap kompleksitas serta saling ketergantungan 
antar-entitas ekologis (Taveras-Dalmau et al., 2025). 
Dalam konteks masyarakat Bima, penguatan kembali 
nilai-nilai lokal seperti awig-awig dan praktik konservasi 
berbasis komunitas menjadi krusial untuk membangun 
kesadaran ekologis yang berkelanjutan (Irrubai et al., 
2017). Integrasi nilai-nilai ekosentris ke dalam kebijakan 
publik dipandang sebagai langkah strategis untuk 
menggeser orientasi pembangunan dari model 
eksploitatif menuju koeksistensi yang harmonis dengan 
lingkungan (Hamdi et al., 2026; Priyono et al., 2025). 
Pendekatan ini sekaligus menegaskan bahwa 
perlindungan lingkungan tidak dapat dipisahkan dari 
transformasi nilai dan paradigma pembangunan yang 
lebih berkeadilan ekologis. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini 
bertujuan untuk membedah akar filosofis 
antroposentrisme di balik fenomena deforestasi dan 
degradasi lingkungan di wilayah pegunungan Bima. 
Artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 
teoretis dalam pengembangan kajian filsafat 
lingkungan, khususnya terkait relasi antara paradigma 
pembangunan dan kerusakan ekologis. Secara praktis, 
tulisan ini diharapkan menjadi bahan refleksi kritis bagi 
pemerintah, masyarakat, dan pemangku kebijakan 
dalam merumuskan model pengelolaan sumber daya 
alam yang lebih adil, partisipatif, dan berkelanjutan. 
Dengan demikian, upaya penyelamatan kawasan hutan 
di Bima tidak hanya berorientasi pada penegakan 
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hukum semata, tetapi juga pada transformasi kesadaran 
ekologis masyarakat secara menyeluruh. 

 

Metode  
Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif dengan metode studi kasus deskriptif guna 
membedah keterkaitan antara paradigma etika 
lingkungan dan deforestasi di wilayah pegunungan 
Bima. Data dikumpulkan melalui studi literatur dan 
observasi sosiologis untuk mengidentifikasi pola 
perambahan hutan serta aktivitas pertanian yang tidak 
berkelanjutan sebagai manifestasi dari 
antroposentrisme (Ridwan, 2023; Rifandini & 
Triguswinri, 2020). Analisis data dilakukan melalui 
metode verstehen dan interpretasi hermeneutika untuk 
mengungkap relasi dialektis antara pandangan dunia 
masyarakat terhadap alam dengan pola kerusakan 
ekosistem yang terjadi (Munir, 2023). 

  

Hasil dan Diskusi 
Analisis temuan lapangan menunjukkan adanya 

korelasi signifikan antara dominasi narasi ekonomi 
jagung dengan erosi nilai-nilai konservasi pada 
masyarakat lokal di lereng pegunungan Bima. 
Mentalitas utilitarian ini telah menggeser fungsi hutan 
dari penyangga ekologis menjadi aset likuid, di mana 
rasionalitas pasar meminggirkan keberlanjutan fungsi 
hidrologis lahan bagi wilayah di bawahnya. Fenomena 
ini diperburuk oleh kebijakan pembangunan yang 
secara paradoksal memfasilitasi perambahan hutan di 
bawah kedok pemulihan ekonomi nasional, yang secara 
substansial mencerminkan kolonisasi lifeworld 
masyarakat oleh sistem ekonomi politik (Ardiansyah et 
al., 2024).  

Ketidakselarasan antara program pemerintah dan 
praktik pemanfaatan hutan ini menciptakan kerentanan 
ekologis yang berujung pada bencana banjir serta 
kekeringan berkepanjangan bagi wilayah sekitarnya 
(Irawansah, 2023). Sistem pengawasan yang kurang 
efektif, akibat keterbatasan sumber daya manusia di 
lapangan, semakin memperlemah upaya penegakan 
hukum dalam membendung laju konversi lahan yang 
tidak terkendali (Ahmadi & Rahman, 2023). Dengan 
demikian, persoalan ini menegaskan kompleksitas 
hubungan antroposentrisme dengan degradasi 
ekosistem yang saling berkait, di mana pemanfaatan 
alam tanpa kontrol perlu dikoreksi melalui integrasi 
etika lingkungan yang lebih mendalam (Yuono, 2019).   

Hal ini menegaskan bahwa kerusakan 
lingkungan yang terjadi di Bima merupakan cerminan 
dari terganggunya keseimbangan ekosistem akibat 
sikap manusia yang mengeksploitasi alam secara 
berlebihan (Nurkamilah, 2017, 2018). Implementasi 
kebijakan pengelolaan hutan lindung yang ideal di 

Kabupaten Bima saat ini kerap terbentur oleh 
ketimpangan antara target produksi komoditas jagung 
dengan mandat konservasi yang diamanatkan 
pemerintah (Owen et al., 2025).  Ketegangan struktural 
ini diperparah oleh masifnya konversi lahan hutan 
menjadi ladang jagung yang memicu degradasi 
lingkungan, meliputi erosi tanah, penurunan kualitas 
air, hingga hilangnya keanekaragaman hayati secara 
drastis (Nurjannah & Sarjan, 2025).  

Kerentanan ini diperparah oleh ketiadaan 
lapangan kerja alternatif yang memaksa masyarakat 
bergantung pada perluasan lahan hutan, sebuah 
fenomena yang secara sistemik didorong oleh insentif 
pasar dan keterbatasan akses ekonomi formal (Putra et 
al., 2024). Selain itu, kebijakan pemerintah seperti 
program UPSUS dan GRATIEKS sering kali menjadi 
pendorong struktural bagi perluasan lahan yang secara 
paradoksal melegitimasi perambahan kawasan hutan 
untuk tujuan ekonomi jangka pendek (Ardiansyah et al., 
2024). Lebih lanjut, pemanfaatan kawasan hutan untuk 
komoditas pertanian tanpa memperhatikan daya 
dukung lingkungan telah mengakibatkan kerusakan 
lahan yang parah, sehingga meningkatkan kerentanan 
wilayah terhadap bencana banjir dan longsor (Juhriati & 
Erham, 2024; Parasti, 2021). Kondisi ini menegaskan 
bahwa kelemahan dalam penegakan hukum dan 
terbatasnya sosialisasi mengenai mitigasi lingkungan 
semakin memperuncing krisis ekologi di wilayah 
tersebut (Irawansah et al., 2022). 

Lemahnya implementasi regulasi yang ada, 
termasuk Undang-Undang No. 41 Tahun 1999, menjadi 
faktor krusial yang gagal menghalangi laju perambahan 
kawasan hutan secara ilegal (Siswadi & Supriadi, 2024). 
Ketimpangan kewenangan kelembagaan dalam 
pengawasan lapangan, sebagaimana yang ditemukan 
dalam pengelolaan wilayah kerja serupa, turut 
memperparah celah hukum yang dimanfaatkan oleh 
pelaku perambahan untuk terus meluaskan area 
pertanian. Kesenjangan otoritas antara lembaga teknis 
dan pemerintah daerah sering kali menciptakan 
hambatan administratif, sehingga inisiatif pengawasan 
menjadi tidak optimal dalam merespons tekanan 
konversi lahan secara cepat (Iskandar et al., 2026). 
Kondisi ini sejalan dengan temuan bahwa pengelolaan 
hutan yang tidak optimal seringkali berakar dari 
lemahnya penegakan kebijakan serta terbatasnya 
partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan 
ekologis (Bakari et al., 2025; Suddin & Elizabeth, 2016). 
Terlebih lagi, daya tarik keuntungan ekonomi dari 
budidaya jagung yang didukung oleh kemudahan akses 
modal dan pelatihan teknis semakin memperkuat 
motivasi masyarakat untuk melakukan invasi ke 
kawasan hutan lindung (Rachmadi et al., 2022). 

Ketimpangan dalam distribusi akses lahan dan 
lemahnya perlindungan negara terhadap hak-hak 
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ekologis masyarakat lokal sering kali memicu konflik 
agraria, yang pada gilirannya mempercepat kerusakan 
biodiversitas akibat manajemen sumber daya yang tidak 
berkelanjutan (Bahari & Faizin, 2026).  

Secara empiris, minimnya sanksi hukum yang 
memberikan efek jera terhadap para pelaku 
perambahan hutan turut mengukuhkan impunitas bagi 
individu atau kelompok yang beroperasi di wilayah 
konservasi (Widhiasto & Santi, 2024). Efektivitas 
penegakan hukum dalam kasus kejahatan lingkungan 
di kawasan hutan lindung sering kali terhambat oleh 
ketergantungan ekonomi masyarakat serta keterbatasan 
sumber daya lembaga pengawas (Kossay et al., 2024). 
Sejalan dengan kendala tersebut, resistensi masyarakat 
lokal terhadap intervensi otoritas kehutanan sering kali 
dipicu oleh ketiadaan insentif ekonomi yang mampu 
menggantikan ketergantungan mereka pada lahan 
terlarang (Siahaan et al., 2025). 

Diskusi ini mengevaluasi bagaimana 
antroposentrisme yang termanifestasi dalam kebijakan 
ekonomi ekstraktif telah menciptakan degradasi 
ekosistem yang sistemik di Bima, sejalan dengan pola 
kegagalan penegakan hukum dalam melindungi 
kawasan hutan lindung (Mubin, 2025; Puannandini et 
al., 2025). Kesenjangan antara komitmen normatif 
pemerintah daerah dan realitas implementasi di 
lapangan menunjukkan adanya ambivalensi kebijakan 
yang mengutamakan produksi komoditas di atas 
keberlanjutan ekologis (Mutakin et al., 2026). 
Ketidakmampuan kelembagaan dalam 
mengintegrasikan perspektif konservasi ke dalam 
agenda pembangunan ekonomi menyebabkan inisiatif 
pengawasan sering kali terpinggirkan oleh tekanan 
untuk mencapai target produksi pertanian (Owen et al., 
2025). Fenomena ini menegaskan bahwa tanpa adanya 
rekonstruksi kebijakan yang mengintegrasikan hak 
kelola masyarakat berbasis keadilan ekologis, degradasi 
hutan di Sumbawa akan terus berlanjut sebagai dampak 
dari ketimpangan struktural dalam tata kelola sumber 
daya alam (Yahya et al., 2024), (Supriyadi et al., 2025). 
Selain itu, pergeseran paradigma menuju tata kelola 
hutan yang berbasis pada antropologi ekonomi sangat 
diperlukan untuk menyeimbangkan antara pemenuhan 
kebutuhan ekonomi masyarakat lokal dan perlindungan 
ruang hidup yang berkelanjutan (Adib, 2025). 
Penerapan pendekatan ini menuntut pelibatan aktif 
kearifan lokal sebagai instrumen mitigasi konflik agraria 
serta penyeimbang bagi kebijakan yang cenderung 
berorientasi pada eksploitasi lahan jangka pendek 
(Adib, 2025; Handitya et al., 2024). 

Vonis hukum yang relatif ringan dalam perkara 
perambahan hutan juga terbukti gagal memberikan efek 
jera yang signifikan, sehingga praktik ilegal ini terus 
berulang karena keuntungan ekonomi dari komoditas 
pertanian masih dianggap lebih menjanjikan 

dibandingkan risiko sanksi yang diterima (Pangaribuan 
et al., 2025), (Amil & Rachman, 2019). Selain itu, 
dominasi paradigma “Human Exemptionalism” yang 
mengabaikan kompleksitas relasi sosial-ekologis kerap 
memperburuk disrupsi sistemik yang dialami 
komunitas agraris (Meilinda et al., 2025). Pendekatan 
antroposentrisme rasional ini sering kali 
mengesampingkan nilai-nilai tradisional masyarakat 
setempat yang sejatinya memiliki kapasitas lebih baik 
dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan 
ekonomi dan pelestarian ekosistem (Azhar, 2007). Oleh 
karena itu, integrasi prinsip-prinsip etika ekologi, 
seperti nilai “khalifah fil ardh” yang menekankan 
tanggung jawab moral manusia dalam menjaga 
keseimbangan alam, menjadi krusial untuk 
menggantikan perspektif eksploitatif yang 
mendominasi saat ini (Widodo & Muflikhah, 2025). 
Transformasi kebijakan ini menuntut pergeseran dari 
orientasi pembangunan konvensional menuju kerangka 
biosentris yang menempatkan kelestarian ekosistem 
sebagai entitas bernilai intrinsik (Saputra et al., 2025; 
Sutrisno et al., 2015). 

Upaya transisi ini selaras dengan kebutuhan 
untuk meredefinisi nilai moral dalam pengelolaan 
sumber daya, di mana setiap komponen alam 
dipandang memiliki hak untuk eksis di luar utilitas 
ekonominya bagi manusia (Idami et al., 2022). Dengan 
menginternalisasi nilai-nilai kearifan lokal ke dalam 
struktur tata kelola kehutanan, pemerintah dapat 
mendorong perubahan paradigma masyarakat dari 
sekadar eksploitator menjadi penjaga keseimbangan 
ekosistem yang berkelanjutan (Niman, 2019). Integrasi 
norma adat dan pengetahuan lokal ke dalam kebijakan 
formal terbukti efektif dalam memitigasi deforestasi 
melalui pembagian zona pemanfaatan yang lebih 
partisipatif dan etis (Putri et al., 2025; Wulandari & 
Sarjan, 2025). Optimalisasi peran masyarakat lokal 
dalam pengawasan ini menjadi esensial, mengingat 
pemahaman mendalam mereka terhadap ekosistem 
setempat merupakan kunci utama dalam memulihkan 
integritas kawasan hutan yang terdegradasi (Isnandar et 
al., 2021; Silaban, 2025). 

Selain itu, keterlibatan aktif masyarakat lokal 
dalam manajemen berbasis komunitas terbukti krusial 
untuk mengisi kekosongan otoritas pemerintah, 
sehingga perlindungan hutan tidak lagi bergantung 
semata pada pendekatan represif yang sering kali tidak 
efektif (Dewi et al., 2025; Elizabeth, 2022). Strategi ini 
sejalan dengan temuan bahwa sistem agroforestri yang 
mengintegrasikan kearifan lokal dapat berfungsi 
sebagai paradigma naturalisme untuk melawan 
hegemoni antroposentrisme, sekaligus mendorong 
pemulihan siklus hidrologi dan diversifikasi tanaman 
yang berkelanjutan (Suparwata et al., 2021). Dengan 
mengadopsi nilai-nilai kearifan lokal seperti praktik 
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“awig-awig”, masyarakat dapat membangun model 
pengelolaan hutan yang responsif terhadap tantangan 
ekologis sekaligus meningkatkan partisipasi publik 
dalam menjaga kelestarian kawasan lindung (Fatristya 
& Sarjan, 2024). 

 

Kesimpulan 
Penelitian ini menegaskan bahwa deforestasi di 

Bima merupakan konsekuensi langsung dari dominasi 
paradigma antroposentrisme yang mengabaikan daya 
dukung ekosistem demi target ekonomi jangka pendek. 
Kegagalan dalam mengintegrasikan kearifan lokal 
seperti “awig-awig” ke dalam kebijakan tata kelola hutan 
formal telah memperlebar jurang antara pemanfaatan 
ruang dan pelestarian fungsi ekologis. Oleh karena itu, 
reorientasi kebijakan yang mensinergikan rasionalitas 
ekonomi dengan prinsip pengelolaan sumber daya 
berbasis komunitas menjadi prasyarat mutlak untuk 
menghentikan laju degradasi hutan secara 
berkelanjutan. Penguatan posisi kelembagaan adat dan 
edukasi berkelanjutan mengenai implikasi jangka 
panjang kerusakan lingkungan mutlak diperlukan guna 
memastikan setiap kelompok masyarakat berperan aktif 
sebagai subjek konservasi. Lebih lanjut, formalisasi 
pengakuan terhadap hak kelola tradisional akan 
memperkuat legitimasi masyarakat sebagai aktor utama 
dalam menjaga keberlangsungan ekosistem di tengah 
tekanan globalisasi.  
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